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Abstrak
Slah sat kewian PNS adeleh et segla ket persran perundang-undangen, Disla

dalam peraturan_perundang-undangan dan/atau peraturan Py yang npabl\:n tdak ditaati atau

dilanggar akan dijatubi hukuman disiplin.

Yang menjadi permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan

isiplnbepalian dioas bgi
adap

sy pecgadan displn brpkain dinas b pemes tlah it dalam, Perairan Pncrinah

Nomor 53 Tahun 2010 tent

60 Tahun 2007 tentang m.m. Dias Pegas Negen Sxpll Pr lingkungan Dcparumen oo Negal dan
i Dala

Pemerintah Dacrah sebagainm
200 Pakaion dnis. mempunya ™ g

iubah dengan Peratu

m NegerNomor $3 T

identitas pegaw i pengawasan

pesaual Mekamione perjnban seati diplin diteapkan bedsertan el Pejabat Pembin

Kepegawaian.

Kata Kunci: Disiplin, Pakaian Dinas

PENDAHULUAN
Kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung
i Kesempumaan aparatur negara dan kesempurnaan
araur negara pada pokoknya tergantung  da
mpumaan Pegawai Negeri. Dalam
capai tjuan nasional, diperlokan adanya pegawai

penuh kesetioan dan ketaatan kepada
Undang-Undang Dasar 1
crintah serta yang bersatu padu, bermental baik,
berwibawa, guna, berhasil guna,  bersih,
beriualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya

a usaha

casila,

tertuang tentang kewajiban dan larangan serta hukuman
yang akan dijatuhkan kepada pegawai apabila melanggar
dari kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan dalam
peraturan terscbut. Salah satu sikap disiplin pegawai
adalah tertb dalam berpakaian dinas.

Peraturan tersebut mempunyai peran dan fungsi yang
sangat strategis khususnya bagi tenaga pelaksana
(pegawai) dalam menciptakan good governance (tata
pemerintahan yang baik) dalam mewvjudkan  good
‘government (Pemerintahan yang baik).

POKOK PERMASALAHAN

sebagai il " telah menjadi

Dalam koncks nukum kepegawaian, Pegawai Negei  bagin yang._ peoting dalam_ kehidupon._ birkrasi
pil (PNS) sebagai s g memiliki pemeriniahan. Pakaian dinas telah menjadi suatu
<l dalam  membawa  komponenkomponen  keharusan bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan
bijsksanaan  dan  perauranperawran pemerinah.  tnggung jawabnya Oleh karenanya  Peraturan
visiplin Pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk Pemrinh Nomor $9 Tahun 2010 mengatar masaah
menawi kewsjiban dan menghindari larangan yang. kcd.s.pnmpcgm,mw,ny‘ms\pn...mym,a..m,m

Jkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau
kedinasan yang. apabila ndak ditaati atau
atuhi hukuman dis
i e o
omor $3 Tahun 2010 tentang Disiplin
et Sipil, dimana didalam Peraturan terscbut

n d

SN
N

23

Berdasarkan pertimbangan tei
pemmalhan dsam penuion i adalih Sgsimana
penerapan disiplin berpakaian dinas bagi pegawai negeri
sipil dalam rangka pencgakan disiplin? Bagaimana
prosedur penjatuhan sanks terhadap pelanggaran disiplin
berpakaian dins bagi pegawai negeri s
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PENGERTIAN DISIPLIN PNS

Disiplin berasal dari bahasa latin “Disciplina” yang
berart latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian
Serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan
dengan pengembangan sikap yang layak terhadap
pekerjaan (Warsanto, 1989: 108).

Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah
sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah
laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa
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4) Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-
alat perlengkapan kantor dengan penuh hati

$) Bekira dengan menglkt car-carabekerayang b
ditentukan.

Selanjutnya -mwk lebih memperjelas arti dan makna
displin  Kerja, S. Nifsemito anra lain
‘mengemukakan, bahwn Kedisiplinan lebih dapat diartikan
suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai
dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh
perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara

2 1958

kepauhan atau ketaatan terhadap
yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah
yang berlaku dalam masyarakat (Surachmad, 1993: 24).

Sutopo Yuwono di dalam bukunya yang berjudul
Dasar-Dasar Produksi, diungkapkan bahwa disiplin adalah
Sikap kejiwaan sescorang atau Kelompok orang yang
Senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi
Keputusan yang telah ditctapkan (Witarsa, 1988: 102).

Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin

perhitungan pamri atau kepentingan pribadi” (Moenir,
1983: 152).

Kaitannya dengan kedisiplinan, Astrd S. Susanto. Jnga
mengemukakan sesuai dengan keads
organisasi, maka disiplin dapat et o2 s
‘macam yait:

1) Disiplin yang bersifat posii.

Disiplinposiif merupakan suatu. hasil pendidikan,

kebiasaan atau tradisi dimana sescorang dapat

‘menyesuaikan dirinya dengan keadaan
2) Disiplin yang bersifat negaif.

Disiplin negatf sebagai unsur di dalam sikap patuh

yang disebabkan oleh adanya perasaan takut aken

hukuman.
(Susanto, 1974: 305).
i ukuran tingkat disiplin pegawai menurut LS.

hati-hati, apabila menghasilkan jumlah dan cora kerja
yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan, dan selesai
pada waktunya (Livine, 1980:

Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka
tlk vk pegcien kedisiplinan kerja pegawai adalah
scbagai beriku
1) Kepatuhan lcrhadzp jam-jam kerja;

2) Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada

‘peraturan dan tata tertb yang berlaka
3) Berpakaion yang baik pada tempat kerja dan

‘menggunakan tanda pengenal instansi;

Adapun menurut peraturan disiplin Pegawai Negeri
s,pu scbagimana telah dimuat di dalam Bab 11 Pasal (2)
UU Nod3 Tahun 1999, ada beberapa keharusan yang
hamsdnlakumk an yaito:
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan
peraturan kedinasan yang berlaku, serta melaksanakan
perintah-perintah kedinasan yang ~diberikan oleh

atasan yang be
Melaksanskan. togss d chaikaya serta
Teonbeian el g ek e
sesusi dengan bidang tugasnya;

Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas
dengan sebaik-baiknys;

. Bersikap dan bertingkah Jaku sopan sanun terhadap
masyarakat, sesama Pegavai Negeri Sipil dan
atasannya.

ngan demikian, maka disiplin kerja merupakan
prakik secara nyata dari para pegavia terhadap perangkat
peraturan yang terdapat dlam satu organisasi Dalam hal
ni displin tidak hanya dalam benuk Ketaatan soja
melainkan juga tanggung jawab yang diberikanoleh

efekifitas pegawai. akar
bertingkah laku disiplin. Kedisiplinan pegawai dapat
ditegakkan apabila  peraturan-peraturan  yang  telah
ditetapkan itu dapat dilaksanakan olch pegawai dalam
kenyataan,

PENERAPAN DISIPLIN BERPAKATAN DINAS
dirinya.  Seiring  dengan perkembmng,an kehidupan

‘manusia, fungsi pakaian juga berkem!
Fungsi mkzun dapat_dilihat dxn icbenpa aspel

dianta
1

Asp:k biologis, pakeian berfungsi untuk melindungi
tubuh dari cuaca, sinar matahari, gangguan hewan, dan
melindungi tubuh dari benda-benda lain  yang
membahayakan kulit
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2 Aspek psikologis, pakaian berfungsi  untuk
memberikan keyakinan atau rasa percaya diri bagi
pemakai; dan

3. Aspek sosial, pakaian berfungsi selain untuk menutup
diri juga untuk menggambarkan adat atau budaya
suata daerah serta menggambarkan identitas  diri
pomakai,

Ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas PNS
haam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun
ian Dinas Pegawai Negeri Sipil di

ngkn o Deni s s e ot Forions

Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun 2009 tentang perubahan pertama ates Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
Dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Permendagri Nomor 60

Tahun 2007, yang dimaksud dengan pakaian dinas adalah

pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan

dentitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

Pada Pasal 3 Permendagi terscbut menyebutkan bahwa
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oleh Bupati atau Wali Kota dengan menyesuaikan poda
‘permendagei i, yaitu:
1. Pakaian LINMAS dipakai pada hari senin
2. PDH wama khaki dipakai pada hari selasa dan rabu
3. PDH batik dipakai pada hari kamis dan jum’at
4. KORPRI dipakai pada hari besar Nasional dan HUT
Korpri
PSL dan/atau PSR dipakai pada acara resmi
Salah satu kewajiban PNS adalah menaati scgala
Ketentuan Wzlnrzn perundang-undangan (PP No.S3, Th,
2010, Pasal 3, A

Disiplin l’cgawxl adalah kesnggupan pegavai untuk
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/aau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati aau
dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin (PP No.3, Th.
2010, Pasal 3, Ayat 1).

Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa apabila
ada pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak menaati
o yang_berlaku maka akan hcvd:mvpa.k pada

B

wm.\ dinas mempunyai fungsi untukmenunjukkan
itas & Selain

i, inngn rsan dinas adalah sebagai beriku
nsa kesctiskawanan sesama  korps

2 Perwu]udxn ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian
pegawai; da

3. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

(Peraturan Walikota Probolinggo No.5, Th 2011, Pasal 2).
Pasal 2 Permendagri Nomor 53 Tahun 2009 telah

menentukan jenis pakaian dinas bagi PNS di lingkungan

Depatcn Dl Neger dn P Dceh, s

i o

diatur dalam
Fesictn Peisiat Nosr 5 Taum 2010 g
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEKANISME PENJATUHAN SANKST
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi, Pasal
27 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa tingkat hukuman
disiplin terdir dari : hukuman disiplin ringan, hukuman
disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Berkenaan
ipil

terdir dari
a PDH ‘Wana Khaki; dan
BT B ikat dan/atau Kain ciri

Pakaian smn Harian disingkat PSH
Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR
Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL
Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL
Pada pakaian dinas juga dilengkapi dengan atribut-
auribut (Pasal 13 Permendagri Nomor 60 Tahun 2007),
vang terdiri dari tutup kepala, tanda pangkat, tanda
jabatan, lencana korpri, tanda jasa, papan nama, nama
Departemen Dalam Neg merintah propinsi,
ama kabupatenkota, Departemen Dalam
Negeri, lambang dacrah propinsi atau kabupaten dan
tanda pengenal

Adapun jadwal dinas
lingkungan Departemen Dalam Negeri seperti  yang
tercantum dalam lampiran 1 Permendagri Nomor 53
Tahun 2009 dan jadwal penggunaan pakaian dinas
dilingkungan  pemerinah  propinsi  ditctapkan oleh
Gubernur, untuk pemerintah kabupatenkota ditetapkan

penggunaan _pakaian

yang merupakan implikasi dari salah satu kewajiban PNS
untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-
undangan, jika hal terscbut dilanggar maka hukuman
disiplinnya berupa. teguran lisan, tegurantertlis, dan
pemyataan tidak puss secara tertulis (PP No. 53, Th.
2010, Pasal 8 Ayat 2).
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakuken
pc!anggamn d\s\,nhn dipanggil secara tertlis oleh atasan
dilakukan_ pemeriksaan. Pemanggilan
mszbn\ sinoan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
Sebelum tanggal pe Apabila pada tanggal yang
scharusnya bersangkutan diperiksa tdak hadir, maka
dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tjuh) hari
k

kegia sqa angga\ scharusnya yang  bersangkutan
diperi pemanggilan  pertama. Jika  yang
bcrcmgku\an Gk s g el

berwenang menjaukan. huluman displin berdasarkan
st bukts dan keterangan yang. ada tanpa. diskukn
pemerssan (PP No. 53, Th, 2010, Pasal 23,

Pemeriksaan tersbut dilakukan secara tetuup dan
hasina ditanghan dalam benuk  bera acara
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pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan tersebut harus
ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS
yang diperiksa. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak

bersedia menandatangani

henm acara, berita acara
jadikan sebagai dasar untuk
PNS yang d\penks:
etk medaputian A'om kcpl berita acara pemeriks
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dikirim kepada yang bersangkutan (PP No. 53, Th. 2010,
Pasal 31

PENUTUP
Apabila sctiap instansi yang ada dapat menentukan
sendiri pakaian dinas bagi pegawainya dengantidak

Apabila hasilpeme
untuk menjnm.hkan nm disip
tersebut mcmpn.knn kcwenanpn atasan langsung yang
bersangkutan n langsung tersebut  wajib
menjatubikan e dls\plm, jika menjadi kewenangan
pejabat yang Iebih tinggi maka atasan langsung terscbut
wajib melaporkan secara hierarki disertaberita_acara
‘pemeriksaan (PP No. 53, Th. 2010, Pasal 24, Ayat 3).
Pejabat
menpm.hkan hukums
p{lmggaran disiplin, jika yang. bcnangkumn
‘menjatubkan hukuman maka  pejabat
dua\uln hukuman  disiplin oleh atasannya. i
disiplin bagi pejabat yang tidak menjatubkan hukuman
Kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sama
dengan jenis hukuman disiplin yang scharusnya
dijanuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran
dmplm A e dimasud juga menjatuhkan hukuman
PNS yang melakukan pelanggaran
dmvl\n(YPNo 55, Th. 2010, Psa 21,
tuban hukuman disipl
usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
dan pengawasan terhadap pakaian dinas di lingkungan
Pemerintah Kota Probolinggo dilakukan oleh tim yang
ditunjuk  melalui Keputusan Walikota ~Probolinggo.
Pembinaan dan pengawasan intem terhadap pengeunaan
pakaian dinas di lingkungan satuan kerja perangkat dacrah
Pemerintah Kota Probolinggo dilakukan olch pimpinan
satan keda perangkat daerah (Peraturan Walikota
Probolinggo No.5, Th2011, Pasal 34).
Dalm kpuusan hukuman disiplin, harus discbutkan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang
bersanghutan. PNS ‘yang pemah dijatuhi hukuman disiplin
kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya
i, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang
lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang per
dijatubi

Seiop prn s dlin dm,,k... dengan
Keputusan yang hukum.
Keputusan ot i s p o
pejabat yang berwenang atau pejabat lan yang ditunjok

kepada PNS yang bersangkuan serta fembusannya
disampaikan kepada pejabat instansi terkat, paling lambat
14 (cmpat belas) hari kerja scjak keputusan dictapkan.
Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak
hadir pada saat penyampaian Keputusan, Keputusan

Ketentuan yang jlas, maka hal
tersebut berdampak. pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Berku pora NS, karena salah sata
peimbangan daam. Pemendagei Nomor 60 Tahun
2007 adalah dalom rangka meningatkan disiplin dan
wibawa serta motivasi kerja pegawai. Hal terschut
cntunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat
(4) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
yang menycbutkan bahwa setigp PNS wajib mensati
Segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
Hilangnya identitas PNS dalam melaksanakan tugas,
dischabkan dalam pakaian dinas selain mempunyai
bentuk dan wama tetentu juga terdapat atribut-atcbut

Nama mpi.-s,/mupmmum dan Lambang Daerah;

¥
dipakainya, scorang PNS dengan mudah dikenali;
Dapat menghilangkan jiwa kops PNS yakni rasa
persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kerja sama,
Izng,;ung jawab, dedlkasx‘ disiplin, _ kreatiftas,
kebai dan rasa memiliki organisasi  dalam
Negara R e
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Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 tenang
an Neg

o

smbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor S135);

in Menteri Dalam Negen omor ¢ 50 Sabi 20
Sipil_di

ngan Depar\:men o
Cnrimah Daerah scbagamana e diubah dengan
raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

ran Walikota Probolinggo Nomor S tahun 2011
tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemeriniah Kota
Probolingt
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[ halaman dikosongkan ]
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